
 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2018 

TENTANG 

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan 

penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan 
pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara 
elektronik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik;  

Mengingat    :   1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

 

  3. Undang-undang . . . 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 
ELEKTRONIK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

 

4. Perizinan . . . 



- 3 - 

 

 

4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk 

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau 
Komitmen. 

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama  menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu. 

7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau 

kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 

8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga 
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha 
melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha 

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan 
komersial atau operasional dengan memenuhi 
persyaratan dan/atau Komitmen. 

9. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali 

kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan 
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional 

dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 

10. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 

Komersial atau Operasional. 

11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

 
               12. Nomor . . . 
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12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

14. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP 

adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh 
Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah 
melakukan Pendaftaran. 

15. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API 
adalah tanda pengenal sebagai importir. 

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat 
NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik 
atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 
selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan 

tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh 
pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu 

tertentu yang disahkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 

18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku 
Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk 

usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai 
izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah 
tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. 

19. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil. 

20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 

RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota. 

                  21. Izin . . . 
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21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 

Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan.  

23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

24. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan 
mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha 
dan/atau kegiatan. 

25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap 

lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana 
usaha dan/atau kegiatan. 

26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan 
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat 

dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

27. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 

gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

 

         28. Pelayanan . . . 



- 6 - 

 

 

28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui 
satu pintu. 

29. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 

31. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

Pasal 2 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

(2) Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mencakup kewenangan pemberian Perizinan 
Berusaha, fasilitas, dan/atau kemudahan untuk 

pelaksanaan berusaha. 

 
Pasal 3 

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan 
penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan 
Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang terkait.  

        (2) Peraturan . . . 
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(2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 

kewenangan sektor atau kewenangan daerah dalam 
Perizinan Berusaha sepanjang tidak diatur dalam 
undang-undang dan tidak bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah ini. 

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan 

untuk pelaksanaan berusaha. 

(4) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan 
pemberian Perizinan Berusaha.  

 

Pasal 4 
  

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: 

a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha; 

b. pelaksanaan Perizinan Berusaha; 

c. reformasi Perizinan Berusaha sektor; 

d. sistem OSS; 

e. Lembaga OSS; 

f. pendanaan OSS;  

g. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha 
melalui OSS;  

h. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan 
Berusaha melalui OSS; dan 

i. sanksi. 
 

 
BAB II 

JENIS, PEMOHON, DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA 

Bagian Kesatu 
Jenis Perizinan Berusaha 

 

Pasal 5 
 

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: 

a. Izin Usaha; dan 

                  b. Izin . . . 
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b. Izin Komersial atau Operasional. 

 
Bagian Kedua 

Pemohon Perizinan Berusaha 
 

Pasal 6 

 
(1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas: 

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan 

b. Pelaku Usaha non perseorangan. 

(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk 
Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan 
perbuatan hukum. 

(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. perseroan terbatas; 

b. perusahaan umum; 

c. perusahaan umum daerah; 

d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; 

e. badan layanan umum; 

f. lembaga penyiaran; 

g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;  

h. koperasi; 

i. persekutuan komanditer (commanditaire 
vennootschap); 

j. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan 

k. persekutuan perdata. 

 

 

 

                      Pasal 7 . . . 
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Pasal 7 

 
Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(3) huruf a merupakan perseroan terbatas sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, 
yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum. 
 

Pasal 8 

 
Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(3) huruf b merupakan perusahaan umum sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang tentang badan usaha milik 
negara. 

 
Pasal 9 

 
Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan perusahaan umum milik 

daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang 
pemerintahan daerah. 
 

Pasal 10 
 

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d merupakan badan 
hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang. 

 
Pasal 11 

 
Badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3) huruf e merupakan satuan kerja Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan usaha 
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang tentang perbendaharaan negara. 

 
Pasal 12 

 
Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3) huruf f merupakan lembaga penyiaran sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang tentang penyiaran. 
 
 

 
              Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 

 
(1) Badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan 
badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang tentang yayasan yang 

telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 

(2) Dalam hal Perizinan Berusaha diterbitkan kepada 

yayasan, yayasan dimaksud harus dimaknai sebagai 
badan usaha. 

 
Pasal 14 

 

(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah 
disahkan oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta 
pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, 
serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum. 

(3) Ketentuan mengenai pengesahan koperasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 

 

Pasal 15 
 

(1) Persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i 
merupakan persekutuan komanditer (commanditaire 
vennootschap) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah 
Pusat. 

 

 

 

 

        (2) Pendaftaran . . . 
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(2) Pendaftaran persekutuan komanditer (commanditaire 
vennootschap) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta 

pendirian persekutuan komanditer (commanditaire 
vennootschap), perubahan anggaran dasar  persekutuan 

komanditer (commanditaire vennootschap) serta 
pembubaran persekutuan komanditer (commanditaire 
vennootschap) oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran 
persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum. 

 
Pasal 16 

 

(1) Persekutuan firma (venootschap onder firma) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j merupakan 

persekutuan firma (venootschap onder firma)  yang telah 
didaftarkan kepada Pemerintah Pusat. 

(2) Pendaftaran persekutuan firma (venootschap onder firma) 
kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian persekutuan 

firma (venootschap onder firma), perubahan anggaran 
dasar persekutuan firma (venootschap onder firma) serta 

pembubaran persekutuan firma (venootschap onder firma) 
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran 
persekutuan firma (venootschap onder firma) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 

 
Pasal 17 

 
(1) Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (3) huruf k merupakan persekutuan perdata yang 

telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat. 
 

(2) Pendaftaran . . . 
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(2) Pendaftaran persekutuan perdata kepada Pemerintah 

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pendaftaran akta pendirian persekutuan perdata, 

perubahan anggaran dasar persekutuan perdata, serta 
pembubaran persekutuan perdata oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran 
persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 
 

Bagian Ketiga 

Penerbit Perizinan Berusaha 
 

Pasal 18 
 

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, 
atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. 

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan 
penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan 

kepada pejabat lainnya. 

 
Pasal 19 

 
(1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk 
penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan 
Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga 

OSS. 

(2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 
bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan 
transaksi elektronik. 

          (4) Dokumen . . . 
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(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. 

(5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta 
merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan 

transaksi elektronik. 

(6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dapat dicetak (print out). 

 
 

BAB III 
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 20 

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi: 

a. Pendaftaran; 

b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau 

Operasional berdasarkan Komitmen;  

c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan 
Komitmen Izin Komersial atau Operasional; 

d. pembayaran biaya; 

e. fasilitasi; 

f. masa berlaku; dan 

g. pengawasan. 

 

Bagian Kedua 
Pendaftaran 

 

Pasal 21 

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan 
cara mengakses laman OSS. 

                  (2) Cara . . . 
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(2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan: 

a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan 

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf a;  

b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor 

pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan 
usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, 
persekutuan komanditer (commanditaire 
vennootschap), persekutuan firma (venootschap 
onder firma), atau persekutuan perdata;  

c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, 
perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya 

yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, 
atau badan layanan umum. 

 

Pasal 22 

(1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan 
akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan 
mengisi data paling sedikit: 

a. nama dan NIK; 

b. alamat tempat tinggal; 

c. bidang usaha; 

d. lokasi penanaman modal; 

e. besaran rencana penanaman modal; 

f. rencana penggunaan tenaga kerja; 

g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan; 

h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, 

dan/atau fasilitas lainnya; dan 

i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan. 

(2) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah 
mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan 

Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit: 

a. nama . . . 
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a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian 

atau nomor pendaftaran; 

b. bidang usaha; 

c. jenis penanaman modal; 

d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat 
penanaman modal asing; 

e. lokasi penanaman modal;  

f. besaran rencana penanaman modal; 

g. rencana penggunaan tenaga kerja; 

h. nomor kontak badan usaha; 

i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, 

kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; 

j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan 

k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta 

jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 

(4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan 
mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang 
usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang 

penanaman modal. 

 

Pasal 23 

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memiliki NPWP, 

OSS memproses pemberian NPWP. 
 

Pasal 24 

(1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha 
melakukan Pendaftaran melalui pengisian data 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara lengkap 
dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23. 

                (2) NIB . . . 
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(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 

(tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan 
disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.  

 
Pasal 25 

(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan 

identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha 
untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau 
Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan 

Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. 

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 

Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal: 

a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau 

b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 
Pasal 26 

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga 
sebagai: 

a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang tanda daftar perusahaan;  

b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di bidang perdagangan; dan 

c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

 
Pasal 27 

TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 

a. NIB merupakan pengesahan TDP; 

                b.  NIB . . . 
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b. NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu 

keberlakuan NIB; 

c. Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran 

perusahaan; dan 

d. basis data (data base) perusahaan pada NIB merupakan 
data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan 

pendaftaran perusahaan. 

 

Pasal 28 

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 sekaligus terdaftar sebagai peserta 

jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

 
Pasal 29 

(1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga 
kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan 

RPTKA. 

(2) Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan 
RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi 

data pada laman OSS berupa: 

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; 

b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing 
dalam struktur organisasi perusahaan yang 
bersangkutan; 

c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; 

d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai 
pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; 

dan 

e. jumlah tenaga kerja asing. 

(3) Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), sistem OSS memproses 
pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. 

 

                Pasal 30 . . . 
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Pasal 30 

(1) Lembaga OSS setelah menerbitkan NIB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24, sekaligus memberikan 

informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh 
Pelaku Usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana 
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan pemberian fasilitas fiskal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Ketiga 
Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional 

Berdasarkan Komitmen 

 
Pasal 31 

(1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah 
mendapatkan NIB. 

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana 
untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau 

b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk 
menjalankan usaha dan/atau kegiatan. 

(3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk 
menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai 
prasarana; atau 

b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai 
prasarana. 

 

Pasal 32 

(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan 
Komitmen kepada: 

a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana 
untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf 
a; dan 

   b. Pelaku  . . . 
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b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk 

menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah 
memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a. 

(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan 
Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan 

prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan 
tapi belum memiliki atau menguasai prasarana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, 

setelah Lembaga OSS menerbitkan: 

a. Izin Lokasi; 

b. Izin Lokasi Perairan; 

c. Izin Lingkungan; dan/atau 

d. IMB, 

berdasarkan Komitmen. 

 

Pasal 33 

(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(2) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa 

Komitmen dalam hal:    

a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di 
lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut 

RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan 
perkotaan; 

b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di 
lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, 
serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas; 

c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan 

tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain 
yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan 
digunakan oleh Pelaku Usaha; 

 

 

 

 

 

                d. tanah . . . 
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d. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari 

otorita atau badan penyelenggara pengembangan 
suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang 

kawasan pengembangan tersebut; 

e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan 
untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan 

letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha 
dan/atau kegiatan yang bersangkutan; 

f. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang 

diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan 
Berusaha tidak lebih dari: 

1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha 
dan/atau kegiatan pertanian; 

2) 5 ha (lima  hektare) untuk pembangunan 

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 
atau 

3) 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau 
kegiatan bukan pertanian; atau 

g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan 

dipergunakan untuk proyek strategis nasional. 

(2) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin 
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 

menggunakan atau memanfaatkan tanah, Pelaku Usaha 
mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada 

kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau 
kegiatan melalui sistem OSS. 

(3) Kantor pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melakukan pemeriksaan dan/atau inventarisasi atas 
lokasi yang telah diberikan Izin Lokasi. 

(4) Berdasarkan pemeriksaan dan/atau inventarisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor pertanahan 
menyampaikan pertimbangan teknis kepada Pelaku 

Usaha paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak 
pengajuan pertimbangan teknis diterima dari sistem OSS. 

(5) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan 

pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), kantor pertanahan dimaksud 

dianggap telah memberikan persetujuan pertimbangan 
teknis. 

                   Pasal 34 . . . 
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Pasal 34 

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa 

Komitmen dalam hal:    

a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi 
kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; 

b. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan lokasi yang 
sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah 

mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan 
oleh Pelaku Usaha; 

c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau 
badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan 
sesuai dengan rencana tata ruang kawasan 

pengembangan tersebut; 

d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh 

usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau 

e. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan 
untuk proyek strategis nasional. 

 

Pasal 35 

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32  

ayat (2) huruf c tidak dipersyaratkan untuk penerbitan 
Izin Usaha dalam hal: 

a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam 
kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau 
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; 

atau 

b. usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro 

dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib 
memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak wajib memiliki UKL-UPL. 

(2) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan 
berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan 
industri, atau kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL 

kawasan. 

             (3) RKL-RPL . . . 
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(3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disetujui oleh pengelola kawasan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

pengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(5) Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro 
dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau 

bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 

Pasal 36 

IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d 

tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal 
bangunan gedung: 

a. berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan 

industri, atau kawasan perdagangan bebas dan 
pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah 
menetapkan pedoman bangunan (estate regulation). 

b. merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis 
nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha 

pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan 
untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek 
strategis nasional. 

 
Pasal 37 

(1) Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. 

(2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan 
akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di 

wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan  Izin 
Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di 

masing-masing wilayah tersebut. 

 

                    (3) Pelaku . . . 
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(3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi 

pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem 
OSS. 

 

Pasal 38 

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan 
kegiatan: 

a. pengadaan tanah; 

b. perubahan luas lahan; 

c. pembangunan bangunan gedung dan 

pengoperasiannya; 

d. pengadaan peralatan atau sarana; 

e. pengadaan sumber daya manusia; 

f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; 

g. pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); 
dan/atau 

h. pelaksanaan produksi. 

(2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 namun belum 
menyelesaikan: 

a. Amdal; dan/atau 

b. rencana teknis bangunan gedung,  

belum dapat melakukan kegiatan pembangunan 

bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c. 

 

Pasal 39  

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional 

berdasarkan Komitmen untuk memenuhi:  

a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau 

b. pendaftaran barang/jasa, 

sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang 
dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS. 

                     Pasal 40 . . . 
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Pasal 40  

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah 
diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan 

pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39. 

 
Pasal 41  

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku 

efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan 
melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-udangan. 
 
 

Bagian Keempat 
Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, 

dan/atau Izin Mendirikan Bangunan 
 

 

Paragraf 1 
Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi 

 

Pasal 42  

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan 

pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 
(sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin 
Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 

huruf a.  

(2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS 
dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis 
pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi 

usaha dan/atau kegiatan. 

(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberikan kantor pertanahan tempat lokasi usaha 

dan/atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) Hari untuk selanjutnya disampaikan kepada 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha 
dan/atau kegiatan. 

                     (4) Dalam . . . 
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(4) Dalam hal kantor pertanahan tempat lokasi usaha tidak 

memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertimbangan 

teknis dianggap telah diberikan sesuai permohonan 
Pelaku Usaha. 

(5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha 

dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menyetujui pemenuhan 
Komitmen Izin Lokasi, dalam hal kantor pertanahan: 

a. memberikan persetujuan dalam pertimbangan teknis; 
atau 

b. lebih dari 10 (sepuluh) Hari tidak memberikan 
pertimbangan teknis. 

(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha 

dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam jangka waktu 2 (dua) Hari menolak pemenuhan 

Komitmen Izin Lokasi dalam hal kantor pertanahan 
memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis. 

(7) Dalam hal kantor pertanahan dan/atau Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  
memberikan penolakan, Izin Lokasi dinyatakan batal. 

(8) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak 
memberikan persetujuan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Izin Lokasi yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku. 

 

Pasal 43  

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lokasi dan 

pertimbangan teknis pertanahan diatur dengan peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agraria. 

(2) Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 

 

                      Pasal 44 . . . 
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Pasal 44  

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki 
RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib 
menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau 
kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka penetapan RDTR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang penataan ruang 
memberikan bantuan teknis. 

 
Pasal 45  

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penataan ruang menyampaikan 
rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR 

kabupaten/kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS. 

(2) Lembaga OSS memuat rencana tata ruang 
kabupaten/kota dan/atau RDTR kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS. 

(3) Rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau RDTR 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau 
kegiatan dalam penerbitan Izin Lokasi. 

 

Pasal 46  

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur mengenai 

Izin Lokasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan 

Pemerintah ini. 

 

 

                    Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan 
 

Pasal 47  

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (2) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang 

melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir 
dan/atau pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil. 
 

Pasal 48  

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan 
pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) 
Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.   

(2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS 

dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan 
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah sesuai 
kewenangan masing-masing. 

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kelautan dan perikanan atau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 

paling lama 10 (sepuluh) Hari menyetujui atau menolak 
pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan. 

(4) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  

memberikan penolakan, Izin Lokasi Perairan dinyatakan 
batal. 

(5) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau 
Pemerintah Daerah tidak memberikan persetujuan atau 

penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Izin Lokasi perairan yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS efektif berlaku. 

 

                      Pasal 49 . . . 
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Pasal 49  

(1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi 
Perairan, menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48 menggunakan data rencana tata ruang laut nasional, 

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 
rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana 
zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana 

zonasi kawasan antar wilayah, dan/atau data kebijakan 
satu peta. 

(2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (data 
sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online). 

 
 

Paragraf 3 
Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan 

 

Pasal 50  

Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan 

yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dengan melengkapi: 

a. UKL-UPL; atau 

b. dokumen Amdal. 

 

Pasal 51 

(1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 huruf a sesuai formulir UKL-

UPL.  
(2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan; 

b. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan 

c. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup. 

 

                  (3) Formulir . . . 
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(3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 
masing-masing sektor bidang usaha dan/atau kegiatan 
setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau 

pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha 
dan/atau kegiatan terkait. 

 

Pasal 52 

(1) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Pelaku Usaha melalui 

Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya 
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS 

menerbitkan Izin Lingkungan.  

(2) Pengajuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diumumkan di sistem OSS. 

Pasal 53  

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pemeriksaan 
atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 51  
ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari sejak disampaikan oleh 

Pelaku Usaha. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan persetujuan 
rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada 
Pelaku Usaha melalui sistem OSS. 

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdapat perbaikan UKL-UPL, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
gubernur, dan bupati/wali kota menyampaikan hasil 

pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.  

                      (4) Pelaku . . . 
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(4) Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan 

menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan 
bupati/wali kota melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) 
Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan. 

(5) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh 
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan persetujuan 

rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada 
Pelaku Usaha melalui OSS. 

(6) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) 
merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan. 

(7) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/wali kota tidak 

menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen Izin 

Lingkungan dianggap telah dipenuhi. 

 

Pasal 54  

(1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.  

(2) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga 

puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin 
Lingkungan. 

(3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan: 

a. penyusunan Andal dan RKL-RPL;  

b. penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan 

c. keputusan kelayakan. 

     Pasal 55 . . . 
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Pasal 55  

(1) Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Amdal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 

mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak. 

(2) Pelaku Usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang 
terkena dampak, dapat pula melibatkan pemerhati 

lingkungan hidup. 

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan/atau pemerhati lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:  

a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; 

dan 

b. konsultasi publik.  

(4) Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan 
melalui laman OSS, media massa, dan/atau pada lokasi 

usaha dan/atau kegiatan.  

(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
jangka waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak pengumuman 

rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), berhak mengajukan saran, 
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha 

dan/atau kegiatan. 

(6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) disampaikan secara tertulis atau melalui 
Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
gubernur, atau bupati/wali kota.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal 
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Pasal 56  

(1) Pelaku Usaha menyusun Andal dan RKL-RPL 

berdasarkan formulir kerangka acuan. 

     (2) Formulir . . . 
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(2) Formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 
masing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat 
pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga 

pembina sektor bidang usaha terkait. 
 

Pasal 57  

(1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 diajukan kepada:  

a. menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup melalui Komisi Penilai 

Amdal Pusat, untuk kerangka acuan yang dinilai 
oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;  

b. gubernur melalui Komisi Penilai Amdal provinsi, 
untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi 
Penilai Amdal provinsi; atau  

c. bupati/walikota melalui Komisi Penilai Amdal 
kabupaten/kota, untuk kerangka acuan yang dinilai 
oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.  

(2) Komisi Penilai Amdal  melakukan penilaian Andal dan 
RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.   

 

Pasal 58 

(1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

57 menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan 
RKL-RPL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota 
sesuai kewenangannya.   

(2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  

a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau  

b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.   

 

               (3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa 

dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi 
Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-

RPL kepada Pelaku Usaha selaku pemrakarsa untuk 
diperbaiki. 

  

Pasal 59 

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen 
Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).  

(2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah 

diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi 
Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap 
dokumen Andal dan RKL-RPL.  

(3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian 
akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. 

 
Pasal 60 

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan 

rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (1) atau rekomendasi hasil penilaian 
akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 ayat (3), menetapkan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan 

lingkungan hidup.  

(2) Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 huruf b. 

 

 

                 (3) Penetapan . . . 
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(3) Penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kegagalan pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan Izin Lingkungan 
yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dinyatakan 

batal.  

 

Pasal 61 

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
57, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-

RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, penilaian akhir 
serta penyampaian hasil penilaian akhir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59, dan penetapan keputusan 

kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.  

 
 

Pasal 62 

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dalam usaha dan/atau 
kegiatannya akan membangun pusat kegiatan, 

permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan 
gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan 

dokumen Amdal atau UKL-UPL  sekaligus dilakukan 
dengan penyusunan analisis dampak lalu lintas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

(2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang dimuat dalam Amdal atau UKL-UPL 
merupakan hasil analisis dampak lalu lintas 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

                     Pasal 63 . . . 
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Pasal 63 

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan izin di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan: 

a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, 
memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau 
menimbun bahan berbahaya dan beracun dan 

penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk 
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

b. pembuangan air limbah ke laut; 

c. pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau 

d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, 

izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut 
diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan. 

Pasal 64 

Pengintegrasian izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
tersebut ke dalam Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 dilakukan melalui: 

a. mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-
UPL pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan; 

atau 

b. perubahan Izin Lingkungan. 

 

Pasal 65 

Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah 

diterbitkan di sistem OSS dan dalam hal dipandang perlu 
dapat pula dimuat dalam media lainnya sesuai kebutuhan.   

 

Pasal 66 

(1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan 

Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang 
telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk 
dilakukan perubahan.  

(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;  

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan  
hidup; 

               c. perubahan . . . 
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c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan 

hidup yang memenuhi kriteria: 

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat 

produksi yang berpengaruh terhadap 
lingkungan hidup; 

2. penambahan kapasitas produksi; 

3. perubahan spesifikasi teknik yang 
memengaruhi lingkungan;  

4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 

5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau 
kegiatan; 

6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha 
dan/atau kegiatan;   

7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan 

yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;  

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah 

yang ditujukan dalam rangka peningkatan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; dan/atau 

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang 
sangat mendasar akibat peristiwa alam atau 
karena akibat lain, sebelum dan pada waktu 

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan 
dilaksanakan;  

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko 
terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian 
analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit 

lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau  

e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau 

kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 
diterbitkannya Izin Lingkungan.  

(3) Pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, disampaikan kepada Lembaga OSS. 

(4) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan 

kepada Pelaku Usaha berdasarkan Komitmen. 

                       (5) Pelaku . . . 
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(5) Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin 

Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) huruf c melalui: 

a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; 
atau  

b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum 

Andal dan RKL-RPL.  

(6) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen Amdal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan 

Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
dokumen Amdal baru atau adendum Andal dan RKL-RPL. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan 
usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan tata cara perubahan keputusan kelayakan 

lingkungan hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, 
dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur 
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.  

 

Pasal 67 

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha 
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

66 ayat (2) huruf a, Lembaga OSS atas nama menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya 
menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.  

(2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan 
perubahan kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau 
bupati/wali kota melalui sistem OSS. 

 

             (3) Berdasarkan . . . 



- 38 - 

 

 

(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Lembaga OSS atas nama menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya 
menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.  

 
Pasal 68 

(1) Proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, 

penyusunan dokumen Amdal, serta UKL-UPL, dilakukan 
melalui sistem OSS. 

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup membangun dan mengembangkan 

sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 
juga profesi yang bersertifikasi atau badan usaha yang 
berkaitan dengan penyusunan dokumen Amdal dan UKL-

UPL. 

 
Pasal 69 

(1) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang merupakan 
usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang 

tidak wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku Usaha membuat 
surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup. 

(2) Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro 
dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib 

memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota 
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

 
 

                      Pasal 70 . . . 
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Pasal 70 

Pemrakarsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, harus dimaknai sebagai 
Pelaku Usaha. 

 
 

Pasal 71 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan yang mengatur mengenai penyusunan 
dokumen Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan 
pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan Izin 

Lingkungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 
 

 
Paragraf 4  

Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

 
Pasal 72 

(1) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, Pelaku Usaha 
melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang bangunan gedung, gubernur, 

atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lama 
30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan 
IMB. 

(2) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen 
Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga 

puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi. 

(3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi:   

a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau 
tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;  

               b. data . . . 
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b. data pemilik bangunan gedung; dan 

c. rencana teknis bangunan gedung. 

(4) Dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, 

pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disesuaikan dengan penyelesaian dokumen Amdal 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mendapatkan 

pertimbangan teknis dari: 

a.    tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli 

bangunan gedung dalam hal IMB memerlukan 
persyaratan Amdal, bangunan gedung merupakan 
bangunan tidak sederhana untuk kepentingan 

umum, dan bangunan gedung khusus; 

b.    profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak 

memerlukan persyaratan Amdal. 

(6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai 

dengan fungsi bangunan gedung. 

 

Pasal 73 

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan 
surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam bentuk 

digital ke Lembaga OSS. 

(2) Lembaga OSS memuat surat keterangan rencana 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam sistem OSS. 

(3) Surat keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan 
rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan 
berusaha. 

 

 

 

                        Pasal 74 . . . 
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Pasal 74 

(1) Tim ahli bangunan gedung sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung, harus dimaknai sebagai 
tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan 

gedung bersertifikat. 

(2) Profesi ahli bangunan gedung bersertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

bangunan gedung. 

 
Pasal 75 

(1) Dalam rangka pengoperasian bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c 

pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik 
fungsi. 

(2) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan hasil 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh 
profesi ahli bangunan gedung bersertifikat paling lama 3 

(tiga) Hari. 
 

Pasal 76 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur mengenai 

IMB dan sertifikat laik fungsi dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara khusus 

dalam Peraturan Pemerintah ini.  
 
 

 
 

 
              Bagian Kelima . . . 
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Bagian Kelima 

Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha 
 

Pasal 77 

(1) Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan: 

a. penerimaan negara bukan pajak; 

b. bea masuk dan/atau bea keluar; 

c. cukai; dan/atau 

d. pajak daerah atau retribusi daerah, 

wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan 
Komitmen. 

(3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti 

pembayaran ke dalam sistem OSS. 

(4) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS. 

(5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban 
pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang 

telah diberikan dinyatakan batal. 

 

Bagian Keenam 
Fasilitasi Perizinan Berusaha 

 

Pasal 78 

(1) Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah 

Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada 
Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan 
menengah. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan 
Perizinan Berusaha; dan 

                   b. bantuan . . . 
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b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka 

mendapatkan Perizinan Berusaha. 

(3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, kementerian, 
lembaga, dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat 
pelayanan dan petugas.  

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dikenakan biaya.  

   

Bagian Ketujuh 
Masa Berlaku Perizinan Berusaha 

 
Pasal 79 

(1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan 

usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam 
undang-undang. 

(2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan 
jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin. 

 
Pasal 80 

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha, 

dapat mengembalikannya kepada menteri, pimpinan 
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebelum 

jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir. 

(2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban 

Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha 
tersebut.  

 
Bagian Kedelapan 

Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha 

 
Pasal 81 

(1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah 

wajib melakukan pengawasan atas: 

a. pemenuhan Komitmen; 

              b. pemenuhan . . . 
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b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau 

pendaftaran; dan/atau 

c. usaha dan/atau kegiatan, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau 
penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau 
Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa: 

a. peringatan; 

b. penghentian sementara kegiatan berusaha; 

c. pengenaan denda administratif; dan/atau 

d. pencabutan Perizinan Berusaha, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, 
lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga 
OSS. 

(5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, 
lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) melakukan penghentian 
sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha. 

 

Pasal 82 

(1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 81 ayat (1) dapat bekerja sama dengan 
profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan 

oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah 
Daerah. 

(2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang 
diperlukan. 

                                Pasal 83 . . . 
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Pasal 83 

(1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau 
bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap 

aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Perizinan 
Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 
pelaksanaan Perizinan Berusaha, dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang aparatur sipil negara. 

 
 

BAB IV 

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR 
 

Pasal 84 

(1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui 
sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan 

Berusaha. 

(2) Reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, 
rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, 

sertifikasi, atau lisensi; 

b. penahapan untuk memperoleh perizinan; dan 

c. pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan. 

(3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, 
rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, 

sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dilakukan melalui: 

a. pengklasifikasian; 

b. penghapusan; 

c. penggabungan; 

d. perubahan nomenklatur; atau 

e. penyesuaian persyaratan. 

            (4) Penahapan . . . 
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(4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. Pendaftaran; 

b. pemberian Izin Usaha; dan 

c. pemberian Izin Komersial atau Operasional. 

(5) Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 
untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai 
dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional 

yang telah diterbitkan. 

 

Pasal 85 

Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan 

Berusaha pada: 

a. sektor ketenagalistrikan; 

b. sektor pertanian; 

c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan; 

d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

e. sektor kelautan dan perikanan; 

f. sektor kesehatan; 

g. sektor obat dan makanan; 

h. sektor perindustrian; 

i. sektor perdagangan; 

j. sektor perhubungan; 

k. sektor komunikasi dan informatika; 

l. sektor keuangan;  

m. sektor pariwisata;  

n. sektor pendidikan dan kebudayaan; 

o. sektor pendidikan tinggi; 

p. sektor agama dan keagamaan; 

q. sektor ketenagakerjaan; 

r. sektor kepolisian; 

s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; 
dan 

              t. sektor . . . 
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t. sektor ketenaganukliran, 

yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

 
Pasal 86 

(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk 

dalam Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan. 

(2) Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perekonomian melakukan 
evaluasi dan reformasi atas peraturan Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan. 

 
Pasal 87 

Ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 85 yang telah ada sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah ini diatur dan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. 
 

Pasal 88 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, 
menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan 

menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria 

Perizinan Berusaha. 

(3) Menteri dan pimpinan lembaga dalam menyusun standar 
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berkoordinasi dengan menteri dan pimpinan lembaga 
lain. 

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

difasilitasi oleh menteri koordinator yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perekonomian. 

                  (5) Standar . . . 
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(5) Standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak 
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini. 

 
Pasal 89 

(1) Dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, 
pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota 
mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh 

peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai 
norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan 

Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Pencabutan peraturan dan/atau keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima 
belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah 

ini. 

 
BAB V 

ONLINE SINGLE SUBMISSION 
 

Bagian Kesatu 

Sistem Online Single Submission 
 

Pasal 90 

(1) Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan 
mengoperasionalkan sistem OSS. 

(2) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) 
dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada 

kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. 

(3) Sistem OSS menjadi acuan utama (single reference) dalam 

pelaksanaan Perizinan Berusaha.  

(4) Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah 
provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, 
maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) 
pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh 

kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.  

                        Pasal 91 . . . 
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Pasal 91 

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan 

sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha 
yang menjadi kewenangannya masing-masing. 

(2) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS. 

(3) Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mencakup paling sedikit: 

a. standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari 
dan ke sistem OSS; 

b. standar elemen data perizinan antar sistem 
Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; 

c. standar model integrasi antar sistem Perizinan 

Berusaha dengan sistem OSS; 

d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital 

antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; 
dan 

e. standar service level agreement antar sistem 

Perizinan Berusaha  dengan sistem OSS. 

(4) Penetapan kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS 

dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang 
meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek 
yang mencakup: 

a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan 
data; 

b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis 

proses; 

c. kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; 

dan 

d. kelayakan standar dukungan layanan. 

(5) Kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dituangkan 

dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi. 

(6) Sertifikat uji laik integrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) ditetapkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 

                     Pasal 92 . . . 
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Pasal 92 

(1) Perangkat sistem OSS meliputi: 

a. perangkat keras; 

b. perangkat lunak; 

c. jaringan; dan  

d. perangkat pendukung. 

(2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) 
jam. 

(3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi 

secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan 
operasional sistem OSS. 

(4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  disediakan oleh Lembaga OSS, kementerian, lembaga, 
Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota secara mandiri. 

(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 

menetapkan standar perangkat sistem OSS.  

 
Bagian Kedua 

Lembaga Online Single Submission 
 

Pasal 93 

Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS. 

 

Pasal 94 

(1) Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, 

berwenang untuk: 

a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem 
OSS; 

b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan 
Berusaha melalui sistem OSS; 

           c. menetapkan . . . 
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c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan 

Perizinan Berusaha pada sistem OSS;  

d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan 

e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, 
pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS. 

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, 
pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota. 

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

difasilitasi oleh menteri koordinator yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perekonomian. 

 
Bagian Ketiga 

Pendanaan Sistem Online Single Submission 
 

Pasal 95 

(1) Pendanaan pembangunan dan pengembangan sistem 
OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

(2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui 

sistem OSS pada kementerian/lembaga dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(3) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui 

sistem OSS pada Pemerintah Daerah provinsi dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
provinsi. 

(4) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui 
sistem OSS pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota. 

 

Pasal 96 

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem 

OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mencakup: 

a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS; 

b. jaringan sistem OSS; dan 

c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS. 

                     BAB VI . . . 
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BAB VI 

INSENTIF ATAU DISINSENTIF PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA 
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION 

 
Pasal 97 

(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif atau 

mengenakan disinsentif  bagi kementerian/lembaga, 
Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota yang melaksanakan Perizinan Berusaha 
melalui sistem OSS. 

(2) Insentif bagi kementerian/lembaga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan 
anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Insentif bagi pemerintah daerah provinsi atau 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Dana Insentif 
Daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan 
pelaksanaan berusaha. 

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan 

keuangan negara. 

(5) Disinsentif bagi kementerian/lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan 

anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Disinsentif bagi Pemerintah Daerah provinsi atau 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan Dana 

Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi 
hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi 
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 

setelah mempertimbangkan besaran penyaluran Dana 
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, sanksi 
pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta 

kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. 

 
             (8) Ketentuan . . . 
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(8) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

 

BAB VII 

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA 
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION 

Pasal 98 

(1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali 
kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan 

dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha 
melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum 
mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk 

penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam 
pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, 
gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk 

menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan 
yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan 

dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

 

Pasal 99 

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari 
masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana 
sistem OSS atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem 
OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan 

proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang administrasi 

pemerintahan. 

 

 

              (2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan 
masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan 
pemeriksaan. 

(3) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali 

kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari 
masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian, 

lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang 
diteruskan oleh Kejaksaan atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung 

sejak laporan masyarakat diterima.  

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali 
kota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. 

(5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: 

a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan 
kerugian negara; 

b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian 
negara; atau 

c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif. 

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak 

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui 
penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) 

Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. 

 

                  (7) Dalam . . . 
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(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang 
menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui 
penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian 
negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak 

hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
disampaikan. 

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dan ayat (7) disampaikan oleh menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada 
Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 

(lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. 

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 

c, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 
bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 
(lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan, 
menyampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

SANKSI  

Pasal 100 

(1) Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan 
pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau 

Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada 
Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan 

peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.  

 

 

 
                 (2) Sanksi . . . 
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(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

teguran tertulis kepada: 

a. gubernur oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri; dan 

b. bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu 
masing-masing paling lama 2 (dua) Hari. 

(4) Dalam hal gubernur dan bupati/wali kota tidak 
memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha 

dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali 

berturut-turut: 

a. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri mengambil alih 
penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha 
dan/atau Izin Komersial atau Operasional  yang 

menjadi kewenangan gubernur dan 
melimpahkannya kepada Lembaga OSS; atau 

b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil 

alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha 
dan/atau Izin Komersial atau Operasional  yang 

menjadi kewenangan bupati/wali kota dan 
melimpahkannya kepada Lembaga OSS. 

 

Pasal 101 

(1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/ 

wali kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak 
memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang aparatur sipil negara. 

                      BAB IX . . . 
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BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 102 
 

Penggunaan data OSS antarkementerian, lembaga, dan/atau 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Perizinan 
Berusaha melalui sistem OSS, tidak dikenakan biaya. 
 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 103 

 

Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha 
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum 

diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses melalui sistem 
OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. 

 

Pasal 104 

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau 
Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan 

Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha 
dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk 

pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut: 
 
a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk 

pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial 
atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan 

melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan 
Komitmen  sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah ini; 

b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional 
yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang 
usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan 

ke sistem OSS; 

c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Pemerintah ini. 

 

                      BAB XI . . . 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 105 

(1) Dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan 
pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem 

OSS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah ini, pelayanan Perizinan Berusaha dan 
pengelolaan sistem OSS dimaksud dilaksanakan oleh 

kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perekonomian. 

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem 
OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sampai dengan ditetapkannya pengalihan pengelolaan 

sistem OSS kepada lembaga pemerintah non 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal 
berdasarkan keputusan menteri koordinator yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perekonomian. 

 

Pasal 106 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah ini atau tidak diatur secara 

khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.  
 

 
Pasal 107 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

 
 

 
 
 

                         Agar . . . 





 

PENJELASAN  

ATAS 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 24 TAHUN 2018 

TENTANG 

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

I. UMUM 
 

  Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan 
berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga 
dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan 

mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar 
menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan 
perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan 

pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, 
perkembangan teknologi, dan persaingan global. 

  Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan 
Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan 
usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) 
diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau 

kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP. 

  Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah 

satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 
Submission – OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan 
Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin 

Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan 
Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. 
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  Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu 
dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan 

Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, 
serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi 

Pelaku Usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.  Penyempurnaan regulasi ini dilakukan berdasarkan: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  

2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, 
dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan 
undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa Pemerintahan 

Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.  

3. Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang mengatur bahwa hubungan wewenang antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yang 

pelaksanaannya diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah. 

4. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah 

ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

diatur beberapa prinsip dasar antara lain: 

a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (Pasal 1 angka 2); 

b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 

(Pasal 1 angka 3); 

                c. Urusan . . . 
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c. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat (Pasal 1 angka 5); 

d. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan 

dalam berbagai urusan pemerintahan (Pasal 5); 

e. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan (Pasal 6); 

f. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan 
Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 

dan daerah (Pasal 7); 

g. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, kepala 
daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila kepala 
daerah tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi 
administratif (Pasal 350). 

Penyempurnaan regulasi dituangan dalam bentuk penyusunan 

Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai: 

1. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha; 

2. pelaksanaan Perizinan Berusaha; 

3. reformasi Perizinan Berusaha sektor; 

4. sistem OSS; 

5. Lembaga OSS; 

6. pendanaan OSS;  

7. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;  

8. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui 

OSS; dan 

9. sanksi. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

Cukup jelas. 

                        Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 
Cukup jelas. 

 
Pasal 3 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya 
yang terkait” adalah peraturan perundang-undangan yang 

mengatur Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan menteri, 
pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota 
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah ini. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

 
Pasal 5 

Izin pada sektor dengan nomenklatur lain yang ditujukan untuk 
memulai kegiatan usaha sampai sebelum pelaksanaan komersial atau 
operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen harus 

dimaknai dengan nomenklatur Izin Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah ini. 

Izin pada sektor dengan nomenklatur lain yang ditujukan untuk 

melakukan kegiatan komersial atau operasional harus dimaknai 
dengan nomenklatur Izin Komersial atau Operasional sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. 

Untuk kegiatan tertentu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ini sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional. 

Contoh Izin Usaha Perdagangan yang merupakan Izin Usaha sekaligus 
merupakan Izin Komersial atau Operasional untuk kegiatan 
perdagangan. 

 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

                       Pasal 8 . . . 
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Pasal 8 
Cukup jelas. 

 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 

Contoh Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara antara lain: 
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. 
 

Pasal 11 
Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
Lembaga penyiaran terdiri atas: lembaga penyiaran publik, lembaga 

penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga 
penyiaran berlangganan. 

 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang berkaitan dengan 

Perizinan Berusaha” adalah sertifikat, rekomendasi, lisensi, hasil 
pengujian, dan lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan 

Perizinan Berusaha. 

                      Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

 
Pasal 22 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “NIK” adalah nomor induk 

kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada 
setiap penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “bidang usaha” yaitu bidang usaha 

yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
(KBLI). 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

 

 

 
                    Huruf e . . . 
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Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”modal” yaitu aset dalam bentuk uang 

atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam 
modal yang mempunyai nilai ekonomis. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “rencana penggunaan tenaga kerja” 
yaitu jumlah, jenis, dan sumber tenaga kerja. Sumber tenaga 

kerja termasuk penggunaan tenaga kerja asing dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang ketenagakerjaan. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “nomor kontak” yaitu alamat surat 
menyurat, nomor telepon, email, website, dan/atau kotak pos. 

 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan “fasilitas kepabeanan” yaitu fasilitas 

yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang 
dari dan/atau ke wilayah pabean. 

Huruf i  

NPWP yang dimasukkan merupakan NPWP yang telah 
diadministrasikan pada Direktorat Jenderal Pajak. 
 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “bidang usaha” yaitu bidang usaha 
yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

(KBLI). 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “jenis penanaman modal” yaitu 

penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

 
                      Huruf f . . . 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”modal” yaitu aset dalam bentuk uang 
atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam 
modal yang mempunyai nilai ekonomis, yang dapat terdiri dari 

modal asing dan/atau modal dalam negeri.  

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan 

hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian 
atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.  

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara 
Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, 
badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “rencana penggunaan tenaga kerja” 
yaitu jumlah, jenis, dan sumber tenaga kerja. Sumber tenaga 

kerja termasuk penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “nomor kontak” yaitu alamat surat 
menyurat, nomor telepon, email, website, dan/atau kotak pos. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “fasilitas kepabeanan” yaitu fasilitas 
yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang 
dari dan/atau ke wilayah pabean. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas.  
 

 
 

 
 

                     Pasal 23 . . . 
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Pasal 23 
Dalam hal pelaku usaha yang mendaftar belum memiliki NPWP, OSS 

yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak 
memproses pemberian NPWP. 

 
Pasal 24 

Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
 

Pasal 26 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
API terdiri atas angka pengenal importir umum (API-U) dan angka 

pengenal importir produsen (API-P). 

API-U diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan 

pendaftaran di bidang usaha perdagangan dan dipergunakan oleh 
Pelaku Usaha untuk  melakukan kegiatan impor sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

API-P diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran 
di bidang usaha selain perdagangan dan dipergunakan oleh Pelaku 

Usaha untuk  melakukan kegiatan impor sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan usaha lebih dari 1 (satu) 

bidang usaha dan salah satunya bidang usaha perdagangan maka 
Pelaku Usaha diberikan pilihan menentukan jenis API. 

Huruf c 

Hak akses kepabeanan diberikan kepada Pelaku Usaha yang 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai pengusaha barang kena 
cukai dan/atau menggunakan fasilitas kepabeanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 27 

Cukup jelas. 
 

Pasal 28 
Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

          Pasal 30 . . . 
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Pasal 30 
Cukup jelas. 

 
Pasal 31 

Ayat (1)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha 
dan/atau kegiatan. Contoh: gedung, pabrik, unit pengolahan 

limbah dan lahan. 

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “menguasai” termasuk sewa, pinjam 
meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kawasan ekonomi khusus” adalah 
kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk 
menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh 
fasilitas tertentu. 

Yang dimaksud  dengan “kawasan industri” adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 
dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 

Yang dimaksud dengan “kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas” adalah suatu kawasan yang berada dalam 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan 

bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas 
barang mewah, dan cukai. 

 

                          Dalam . . . 
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Dalam rangka penerbitan Izin Lokasi di kawasan perdagangan 
bebas dan pelabuhan bebas, Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menyusun zonasi 
wilayah untuk usaha dan/atau kegiatan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional“ adalah 
proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis 

untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan daerah. 

Daftar proyek strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 34 

Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

Cukup jelas. 

 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

                   Pasal 37 . . . 
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Pasal 37 
Cukup jelas. 

 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
 

Pasal 39 

Yang dimaksud dengan “Komitmen” antara lain berupa pemenuhan 
standar obat dan makanan yang dibuktikan dengan pemeriksaan 

terhadap sarana produksi dalam rangka pemenuhan “Good 
Manufacturing Practice (GMP)” oleh lembaga yang berwenang. 

Yang dimaksud dengan “standar, sertifikat, dan/atau lisensi” antara 

lain berupa sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat produksi 
alat kesehatan dan sertifikat hygiene dan sanitasi, dan/atau lisensi 

personel bandar udara. 

Yang dimaksud dengan “pendaftaran barang/jasa” antara lain berupa 

izin edar obat, izin edar alat kesehatan, pendaftaran barang kesehatan, 
keselamatan, dan keamanan lingkungan (K3L).  

 

Pasal 40 
Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

 
Pasal 43 

Cukup jelas. 

 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

 

 
 
 

           Pasal 47 . . . 
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Pasal 47 
Cukup jelas. 

 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
 

Pasal 50 
Cukup jelas. 
 

Pasal 51 
Cukup jelas. 
 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

 
Pasal 53 

Cukup jelas. 

 
Pasal 54 

Cukup jelas. 
 
Pasal 55  

Cukup jelas. 
 

Pasal 56  

Cukup jelas. 
 

Pasal 57 
Cukup jelas. 
 

Pasal 58 
Cukup jelas. 
 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

 
Pasal 60  

Cukup jelas. 

 
Pasal 61  

Cukup jelas. 

                    Pasal 62 . . . 
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Pasal 62  
Cukup jelas. 

 
Pasal 63 

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya dan beracun” yaitu zat, 
energi, dan/atau  komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain. 
 

Pasal 64 

Cukup jelas. 
 

Pasal 65 

Cukup jelas. 
 

Pasal 66  
Cukup jelas. 
 

Pasal 67  
Cukup jelas. 

 
Pasal 68  

Cukup jelas. 

 
Pasal 69  

Cukup jelas. 

 
Pasal 70  

Cukup jelas. 
 

Pasal 71 

Cukup jelas. 
 

Pasal 72 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

                    Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Pertimbangan teknis sektor diperlukan untuk fungsi bangunan 

gedung tertentu antara lain seperti bangunan gedung rumah sakit. 
 

Pasal 73 

Cukup jelas. 
 

Pasal 74 
Cukup jelas. 
 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

 
Pasal 76  

Cukup jelas. 

 
Pasal 77 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Fasilitasi pembayaran biaya melalui sistem OSS tergantung 
kesiapan sistem dan mekanisme penerimaan negara bukan pajak, 

bea masuk dan/atau bea keluar, cukai, dan/atau pajak daerah 
atau retribusi daerah. 

Pelaksanaan pembayaran biaya untuk daerah dapat bekerjasama 

dengan pihak perbankan.  

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

                 Pasal 79 . . . 
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Pasal 79 
Cukup jelas. 

 
Pasal 80 

Cukup jelas. 
 

Pasal 81 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pengawasan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah 
Daerah meliputi pengecekan: 

a. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan; 

b. keabsahan dokumen; dan/atau 

c. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 82 
Cukup jelas. 
 

Pasal 83 
Cukup jelas. 
 

Pasal 84 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Reformasi jenis perizinan yang menyangkut penghapusan atau 
penggabungan dilakukan terhadap perizinan yang tidak 

diperintahkan oleh Undang-Undang atau perizinan tersebut dinilai 
sudah tidak diperlukan atau tidak efektif apabila dilakukan. 
 

                      Perizinan . . . 
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Perizinan Berusaha yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini 
dilakukan penghapusan, penggabungan, atau perubahan 

nomenklatur Perizinan Berusaha namun sebelumnya telah 
ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak, pajak daerah 

atau retribusi daerah, Pelaku Usaha tetap melakukan pembayaran 
atas penerimaan negara bukan pajak, pajak daerah, atau retribusi 
daerah berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 85 

Perizinan Berusaha pada sektor keuangan berupa Perizinan Berusaha 
untuk perbankan dan non perbankan dilakukan di luar OSS oleh 

Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, Perizinan Berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan 

gas bumi dilakukan di luar OSS oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, 
minyak, dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

 

Pasal 87  
Cukup jelas. 

 
Pasal 88 

Cukup jelas. 

 
Pasal 89  

Cukup jelas. 

 
Pasal 90  

Cukup jelas. 
 

Pasal 91  

Cukup jelas. 
 

       Pasal 92 . . . 
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Pasal 92 
Cukup jelas. 

 
Pasal 93  

Cukup jelas. 
 

Pasal 94  

Cukup jelas. 
 

Pasal 95  
Cukup jelas. 
 

Pasal 96 
Cukup jelas 

 

Pasal 97 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “bentuk lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan” dapat berupa: 

a. peningkatan tunjangan kinerja; 

b. peningkatan kapasitas SDM; dan/atau 

c. peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan 
peningkatan pelayanan Perizinan Berusaha. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “bentuk lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan” dapat berupa: 

a. pengurangan anggaran;  

b. pengurangan atau penundaan tunjangan kinerja; dan/atau 

c. penajaman/refocusing anggaran. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

                              Ayat (7) . . . 
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Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

 
Pasal 100  

Cukup jelas. 

 
Pasal 101  

Cukup jelas. 

 
Pasal 102  

Cukup jelas. 
 
Pasal 103  

Cukup jelas. 
 

Pasal 104  
Cukup jelas. 

 

Pasal 105  
Cukup jelas. 
 

Pasal 106  
Cukup jelas. 

 
Pasal 107 

Cukup jelas. 
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LAMPIRAN 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2018   

TENTANG 
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 
ELEKTRONIK  

 
A. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Bidang Ketenagalistrikan 

1.  Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  

(IUPTL) 

Izin Usaha Penyediaan Tenaga 

Listrik  (IUPTL) 

Izin Usaha  

2.  Izin Operasi Izin Operasi Izin Usaha  

3.  Penetapan Wilayah Usaha  Penetapan Wilayah Usaha Izin Usaha  

4.  Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas 
Negara 

Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas 
Negara 

Izin Usaha  

5.  Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga 

Listrik 

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga 

Listrik 

Izin Usaha  

            6. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

6.  Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga 
Listrik Untuk Kepentingan 

Telekomunikasi, Multimedia, dan 
Informatika 

Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga 
Listrik Untuk Kepentingan 

Telekomunikasi, Multimedia, dan 
Informatika 

Izin Usaha  

7.  Sertifikat Laik Operasi (SLO) Sertifikat Laik Operasi (SLO) Izin Komersial 
atau Operasional 

 

8.  Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Izin Komersial 
atau Operasional 

 

9.  Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik 

Ketenagalistrikan (SKTTK) 

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik 

Ketenagalistrikan (SKTTK) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

 

Keterangan: 
* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
 
 

 
 
 

       B. PERIZINAN . . . 
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B. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

1.  a. Izin Usaha Budidaya Tanaman 

Perkebunan (IUP-B) 

Izin Usaha Perkebunan Izin Usaha Digabung 

b. Izin Usaha Industri Pengolahan 

Hasil Perkebunan (IUP-P) 

c. Izin Usaha Perkebunan yang 

terintegrasi antara budidaya 
dengan industri pengolahan hasil 
perkebunan (IUP) 

d. Izin Usaha Produksi Perbenihan 
Tanaman 

2.  a. Izin Usaha Obat Hewan (sebagai 
importir, eksportir, dan produsen) 

 

Izin Usaha Obat Hewan Izin Usaha Digabung 

 

b. Sertifikat Cara Pembuatan Obat 

Yang Baik 

 

  3. a. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

3.  a. Izin Usaha Proses Produksi 
Tanaman Pangan 

Izin Usaha Tanaman Pangan Izin Usaha Digabung 

b. Izin Usaha Penanganan Pasca 
Panen Tanaman Pangan 

c. Izin Usaha Keterpaduan antara 
Proses Produksi Tanaman Pangan 

dan Penanganan Pasca Panen 

d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman 

4.  a. Izin Usaha Budidaya Hortikultura Izin Usaha Hortikultura Izin Usaha Digabung 

b. Izin Usaha Perbenihan 

Hortikultura 

5.  Izin Usaha Peternakan Izin Usaha Peternakan  Izin Usaha  

6.  a. Pendaftaran Usaha Budidaya 

Tanaman Perkebunan  

Pendaftaran Usaha Perkebunan Izin Usaha  Digabung 

(untuk skala kecil) 

b. Pendaftaran Usaha Industri 
Pengolahan Hasil Perkebunan 

 

7. a. Pendaftaran . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

7.  a. Pendaftaran Usaha Proses 
Produksi Tanaman Pangan 

Pendaftaran Usaha Tanaman 
Pangan 

Izin Usaha Digabung 

(untuk skala kecil) 

b. Pendaftaran Usaha Penanganan 
Pasca Panen Tanaman Pangan 

c. Pendaftaran Usaha Keterpaduan 
antara Proses Produksi Tanaman 

Pangan dan Penanganan Pasca 
Panen 

8.  Pendaftaran Usaha Budidaya 

Hortikultura 

Pendaftaran Usaha Budidaya 

Hortikultura 

Izin Usaha (untuk skala kecil) 

9.  Pendaftaran Usaha Peternakan Pendaftaran Usaha Peternakan Izin Usaha (untuk skala kecil) 

10.  a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 

Benih Tanaman Pangan 

Izin Pemasukan dan Pengeluaran 

Benih Tanaman  

Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung 

 

b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 

Benih Tanaman Hortikultura 

c. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 

Benih Tanaman Perkebunan 

 

                                                                                             d. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

d. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak  

11.  Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Benih/Bibit Ternak 

Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Benih/Bibit Ternak 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

12.  a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Sumber Daya Genetik Tanaman 

untuk Penelitian  

Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Sumber Daya Genetik  

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Sumber Daya Genetik Ternak 

13.  Izin Pemasukan Agen Hayati Izin Pemasukan Agen Hayati Izin Komersial 
atau Operasional 

 

14.  a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Bahan Pakan Asal Hewan  

Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Bahan Pakan Asal Hewan dan 

Tumbuhan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Bahan Pakan Asal Tumbuhan  

15.  Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Obat Hewan  

Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Obat Hewan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

16.  Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Hewan Peliharaan 

Izin Pemasukan dan Pengeluaran 
Hewan Peliharaan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

17. Pendaftaran . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

17.  Pendaftaran Pangan Segar Asal 
Tumbuhan 

Pendaftaran Pangan Segar Asal 
Tumbuhan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

18.  a. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian Pendaftaran Alat Mesin Pertanian Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Sertifikasi Alat Mesin Pertanian 

19.  Pendaftaran Pakan Ternak  Pendaftaran Pakan Ternak Izin Komersial 
atau Operasional 

 

20.  Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

21.  a. Pendaftaran Varietas Hortikultura Pendaftaran/Pelepasan Varietas 
Tanaman 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Pelepasan Varietas Tanaman 

Pangan, Perkebunan, dan Hijauan 
Pakan Ternak  

22.  a. Perlindungan Varietas Tanaman 
(PVT) 

Perlindungan/Pendaftaran Varietas 
Tanaman 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Pendaftaran Varietas Tanaman 
(Lokal dan Hasil Pemuliaan) 

23.  a. Izin Percobaan Pendaftaran Pestisida  Izin Komersial  

                                    b. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

b. Izin Tetap atau Operasional 

24.  a. Pendaftaran Pupuk An Organik  Pendaftaran Pupuk Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung 

b. Pendaftaran Pupuk Organik, 
Pupuk Hayati, dan Pembenah 

Tanah 

25.  Penetapan Instalasi Karantina 

Tumbuhan dan Hewan 

Penetapan Instalasi Karantina 

Tumbuhan dan Hewan 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

26.  Rekomendasi Ekspor/Impor Beras 

Tertentu 

Rekomendasi Ekspor/Impor Beras 

Tertentu 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

27.  Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura 

Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

28.  Rekomendasi Teknis Impor Produk 

Tembakau 

 

 

 

 

 

Rekomendasi Teknis Impor Produk 

Tembakau 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

29. a. Pemasukan . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

29.  a. Pemasukan Karkas, Daging, 
Jeroan dan/atau olahannya 

Rekomendasi Pemasukan dan 
Pengeluaran Produk Hewan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

 

 

 

 

 

b. Pemasukan dan Pengeluaran 
Produk Pangan Asal Hewan  

c. Pemasukan dan Pengeluaran 
Produk Hewan Non Pangan  

d. Pemasukan Makanan Hewan 
Kesayangan (Pet Food) 

30.  a. Pemasukan Ternak Ruminansia 
Besar (Termasuk untuk Pemasukan 
Sapi   Indukan dan Sapi Bakalan) 

Rekomendasi Pemasukan dan 
Pengeluaran Ternak Ruminansia 

dan Babi 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan 

Babi  

31.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 

Penanaman Modal Izin Usaha Proses 
Produksi Tanaman Pangan 

- - Dihapus  

  32. Rekmendasi . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

32.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 

Penanganan Pasca Panen Tanaman 
Pangan 

 

- - Dihapus 

33.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 

Keterpaduan antara Proses Produksi 
Tanaman Pangan dan Penanganan 

Pasca Panen 

- - Dihapus 

34.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 

Perbenihan Tanaman 

- - Dihapus 

35.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 

Penanaman Modal Izin Usaha 
Budidaya Hortikultura 

- - Dihapus 

36.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 
Perbenihan Hortikultura 

- - Dihapus  

  37. Rekomendasi . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

37.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 

Budidaya Tanaman Perkebunan    
(IUP-B) 

- - Dihapus  

38.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha Industri 
Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) 

- - Dihapus  

39.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 

Perkebunan yang terintegrasi antara 
budidaya dengan industri pengolahan 
hasil perkebunan (IUP) 

- - Dihapus  

40.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 

Produksi Perbenihan Tanaman 
Perkebunan 

- - Dihapus 

41.  Rekomendasi Teknis Dalam Rangka 
Penanaman Modal Izin Usaha 
Peternakan  

- - Dihapus 

 

               Keterangan . . . 
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Keterangan: 
* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  C. Perizinan . . . 
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C. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Bidang Pemanfaatan Hutan 

1.  Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 
Silvo Pastura  Pada Hutan Produksi 
dan Hutan Lindung (IUPK 

Silvopastura) 

 

 

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 
Silvo Pastura  Pada Hutan Produksi 
dan Hutan Lindung (IUPK 

Silvopastura) 

 

 

Izin Usaha  

2.  Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 
Silvo Fishery Pada Hutan Produksi 
dan Hutan Lindung (IUPK Silvo 

Fishery) 

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 
Silvo Fishery Pada Hutan Produksi 
dan Hutan Lindung (IUPK Silvo 

Fishery) 

Izin Usaha  

3.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) 

Pada Hutan Produksi 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Pada Hutan Alam 

(IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi 

Izin Usaha  

4.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri Pada 
Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada 
Hutan Produksi 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Industri Pada Hutan Tanaman 
(IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi 

Izin Usaha  

           5. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

5.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan 

Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan 
Produksi 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Restorasi Ekosistem 

Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) 
pada Hutan Produksi 

Izin Usaha  

6.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan 
Produksi  

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada 
Hutan Produksi  

Izin Usaha  

7.  Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Produksi 

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Produksi 

Izin Usaha  

8.  Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan 
Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan 

Lindung 

Izin Pemungutan Hasil Hutan 
Bukan Kayu pada Hutan Produksi 

dan Hutan Lindung 

Izin Usaha  

9.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu pada Hutan Tanaman Hasil 
Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada 
Hutan Produksi 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) 
pada Hutan Produksi 

Izin Usaha  

10.  Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan 
dan/atau Penyimpanan Karbon pada 

Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

Izin Usaha Pemanfaatan 
Penyerapan dan/atau Penyimpanan 

Karbon pada Hutan Produksi dan 
Hutan Lindung 

Izin Usaha 

 

 

              11. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

11.  Izin Usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan pada Hutan Produksi dan 

Hutan Lindung 

 

 

 

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan pada Hutan Produksi 

dan Hutan Lindung 

Izin Usaha  

Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan 

Hutan 

12.  Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Izin Usaha  

13.  Pelepasan Kawasan Hutan Pelepasan Kawasan Hutan Izin Usaha  

14.  Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan Izin Usaha  

Bidang Industri Kehutanan 

15.  Izin Usaha Industri Primer Hasil 
Hutan Kayu kapasitas produksi sama 
dengan atau di atas 6.000 m3/tahun 

Izin Usaha Industri Primer Hasil 
Hutan Kayu (IUIPHHK) 

Izin Usaha Digabung 

16.  Izin Usaha Industri Primer Hasil 
Hutan Kayu kapasitas produksi di 

bawah 6.000 m3/tahun 

17.  Izin Usaha Industri Primer Hasil 

Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) 

 

Izin Usaha Industri Primer Hasil 

Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) 

Izin Usaha  

                 Bidang . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Bidang Perbenihan 

18.  Izin Pengadaan dan Peredaran Telur 

Ulat Sutera 

Izin Pengadaan dan Peredaran Telur 

Ulat Sutera 

Izin Usaha  

19.  Penetapan Pengada dan Pengedar 

Benih dan/atau Bibit Terdaftar 

Penetapan Pengada dan Pengedar 

Benih dan/atau Bibit Terdaftar 

Izin Usaha  

20.  Sertifikasi Sumber Benih Sertifikasi Sumber Benih Izin Komersial 

atau Operasional 

 

21.  Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi 

Mutu Benih 

Sertifikasi Mutu Bibit dan 

Sertifikasi Mutu Benih 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

22.  Izin Pemasukan Benih dari Luar 

Negeri 

Izin Pemasukan dan Pengeluaran 

Benih Luar Negeri 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

23.  Izin Pengeluaran Benih Tanaman 
Hutan ke Luar Negeri 

Izin Pengeluaran Benih Tanaman 
Hutan ke Luar Negeri 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar 

24.  Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata 

Alam (IUPSWA) 

Izin Usaha Penyediaan Sarana 

Wisata Alam (IUPSWA) 

Izin Usaha  

25.  Izin Lembaga Konservasi Izin Lembaga Konservasi Izin Usaha  

              26. Izin  . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

26.  Izin Usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB) 

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB) 

Izin Usaha  

27.  Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk 
Skala Menengah dan  Skala Besar di 

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, 
Taman Wisata Alam dan Taman Hutan 
Raya 

Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk 
Skala Menengah dan Skala Besar di 

Suaka Margasatwa, Taman 
Nasional, Taman Wisata Alam dan 
Taman Hutan Raya 

Izin Usaha 

 

 

28.  Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air 
untuk Skala Menengah dan Skala 

Besar di Suaka Margasatwa, Taman 
Nasional, Taman Wisata Alam dan 
Taman Hutan Raya 

Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air 
untuk Skala Menengah dan Skala 

Besar di Suaka Margasatwa, Taman 
Nasional, Taman Wisata Alam dan 
Taman Hutan Raya 

Izin Usaha  

Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar 

29.  Izin Pengusahaan Taman Buru Izin Pengusahaan Taman Buru Izin Usaha  

30.  Izin Pemanfaatan Komersial untuk 

Budidaya Tanaman Obat 

Izin Pemanfaatan Komersial untuk 

Budidaya Tanaman Obat 

Izin Usaha  

31.  Izin Penangkaran Tumbuhan dan 

Satwa Liar 

Izin Penangkaran Tumbuhan dan 

Satwa Liar 

Izin Usaha  

            32. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

32.  Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar 
Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk 

Kepentingan Pengembangbiakan 
(Breeding Loan) 

Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar 
Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk 

Kepentingan Pengembangbiakan 
(Breeding Loan) 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

33.  Izin Akses Sumber Daya Genetik 
(SDG) dan/atau Pengetahuan 
Tradisional – Sumber Daya Genetik 

Spesies Liar untuk kegiatan   
Komersial 

Izin Akses Sumber Daya Genetik 
(SDG) dan/atau Pengetahuan 
Tradisional – Sumber Daya Genetik 

Spesies Liar untuk kegiatan   
Komersial 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Untuk pemohon dalam 
negeri maupun asing 
kegiatan komersial harus 

dilengkapi dengan 
Persetujuan Atas Dasar 

Informasi Awal (Prior 
Informed Consent) dan 

Kesepakatan Bersama 
(Mutual Agreed Terms) 

34.  Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau 
Satwa Liar Dilindungi dengan 
Lembaga Konservasi di Luar Negeri 

Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan 
atau Satwa Liar Dilindungi dengan 
Lembaga Konservasi di Luar Negeri 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

35.  Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan 
dan Satwa Liar untuk Lembaga 

Konservasi 

 

Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan 
dan Satwa Liar untuk Lembaga 

Konservasi 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

          36. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

36.  Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa 
Liar Dalam Negeri 

Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa 
Liar Dalam Negeri 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

37.  Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa 
Liar Luar Negeri 

Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa 
Liar Luar Negeri 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

38.  Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa 
Liar Dilindungi 

Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa 
Liar Dilindungi 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

39.  Izin perolehan induk penangkaran 
Tumbuhan dan Satwa Liar 

Izin perolehan induk penangkaran 
Tumbuhan dan Satwa Liar 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 

40.  Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata 

Alam (IUPSWA) 

Izin Usaha Penyediaan Sarana 

Wisata Alam (IUPSWA) 

Izin Usaha  

41.  Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam 

(IUPJWA) 

Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata 

Alam (IUPJWA) 

Izin Usaha  

42.  Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Ekploitasi 

dan Pemanfaatan 

Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
Panas Bumi (IPJLPB) Tahap 

Ekploitasi dan Pemanfaatan 

Izin Usaha  

43.  Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) 

Skala Menengah dan Besar 

Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) 

Skala Menengah dan Besar 

Izin Usaha  

             44. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

44.  Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air 
(IUPEA) skala menengah dan besar 

Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air 
(IUPEA) skala menengah dan besar 

Izin Usaha  

45.  Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) 
Skala Mikro dan Kecil 

Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) 
Skala Mikro dan Kecil 

Izin Usaha  

46.  Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air 
(IUPEA) skala mikro dan kecil 

Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air 
(IUPEA) skala mikro dan kecil 

Izin Usaha  

47.  Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
Panas Bumi (IPJLPB) Tahap 
Eksplorasi 

Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
Panas Bumi (IPJLPB) Tahap 
Eksplorasi 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Bidang Lingkungan Hidup 

48.  Izin Lingkungan Izin Lingkungan Izin Usaha  

49.  Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (SPPL) 

Surat Pernyataan kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan hidup (SPPL) 

Izin Usaha  

 

 

 

 

 

 

                   Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa 

50.  a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 

Izin Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Limbah 
B3) untuk Usaha Jasa 

Izin Usaha Digabung 

 

b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 

c. Izin Pengelolaan B3 untuk 

Kegiatan Pengolahan Limbah B3 

d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Penimbunan Limbah B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil 

51.  a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 

Izin Operasional Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Limbah B3) untuk 

Penghasil 

Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung 

b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 

c. Izin Pengelolaan B3 untuk 

Kegiatan Pengolahan Limbah B3 

d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Penimbunan Limbah B3 

e. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Dumping Limbah B3 

52.  Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 
pengangkutan Limbah B3 

Rekomendasi Pengelolaan Limbah 
B3 untuk pengangkutan limbah B3 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Diubah 

53.  Persetujuan pelaksanaan Uji Coba 
Pemanfaatan Limbah B3 

Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba 
Pemanfaatan Limbah B3 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

54.  Persetujuan pelaksanaan Uji Coba 
Pengolahan Limbah B3 

 

Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba 
Pengolahan Limbah B3 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

          55. Rekomendasi . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

55.  Rekomendasi Impor Limbah Non B3 Rekomendasi Impor Limbah Non B3 Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Izin Pembuangan Air Limbah 

56.  a. Izin Pembuangan Air Limbah ke 
Air Permukaan  

Izin Pembuangan Air Limbah Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Izin Pembuangan Air Limbah ke 
Laut 

c. Izin Pembuangan Air Limbah 
secara Injeksi 

d. Izin Pembuangan Air Limbah 
secara Aplikasi Tanah 

57.  Izin Emisi Izin Emisi Izin Komersial 
atau Operasional 

 

 
Keterangan: 

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

  D. PERIZINAN . . . 
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D. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

1.  a. Izin Usaha Jasa Konstruksi 
Konsultan 

Izin Usaha Jasa Konstruksi 

 

 

 

Izin Usaha  

b. Izin Usaha Jasa Konstruksi 
Kontraktor 

1) Tanda Daftar Usaha 
Perorangan 

2) Izin Usaha Jasa Konstruksi 
(nasional) 

3) Izin Usaha Jasa Konstruksi 
Asing 

a) Kantor Perwakilan; 
b) PMA. 

2.  Izin Mendirikan Bangunan Izin Mendirikan Bangunan Izin Usaha  

3.  Surat Izin Pengambilan Air Tanah Surat Izin Pengambilan Air Tanah Izin Usaha a. Proses dilakukan  
terintegrasi dengan 

proses AMDAL 

            b. Prasyarat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

b. Prasyarat Izin Lingkungan 

4.  Surat Izin Peil Banjir Surat Izin Peil Banjir Izin Usaha a. Proses dilakukan  

terintegrasi dengan 
proses AMDAL 

b. Prasyarat Izin Lingkungan 

5.  Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan 

Rusun 

Izin Rencana Fungsi dan 

Pemanfaatan Rusun 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

6.  Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan 
Pemanfaatan Rusun 

Izin Pengubahan Rencana Fungsi 
dan Pemanfaatan Rusun 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

7.  Sertifikat Laik Fungsi/Izin Layak Huni Sertifikat Laik Fungsi Izin Komersial 
atau Operasional 

 

8.  Pengesahan Pertelaan Pengesahan Pertelaan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

9.  Sertifikat HMRS a/n Developer 

 

Sertifikat HMRS a/n Developer Izin Komersial 
atau Operasional 

 

10.  Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah 
Susun (HMSRS) a/n pembeli 

Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah 
Susun (HMSRS) a/n pembeli 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

 
    Keterangan . . . 
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Keterangan: 
* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
 
 

 
 

 

E. PERIZINAN . . . 
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E. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

1.  a. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang 
Penangkapan 

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Izin Usaha Digabung 

b. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang 
Pembudidayaan 

c. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang 
Pengangkutan 

d. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang 

Pengolahan 

e. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang 

Pemasaran 

Bidang Perikanan Tangkap 

2.  Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Tanda Daftar Kapal Perikanan 
untuk nelayan kecil  

 

Izin Usaha Hanya untuk nelayan kecil 
yang melakukan 

penangkapan ikan dengan 
menggunakan kapal ukuran 
paling besar 10 GT 

  3. a. Surat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

3.  a. Surat Izin Penangkapan Ikan 
untuk Kapal Penangkapan Ikan 

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Surat Izin Penangkapan Ikan 
untuk Kapal Latih 

c. Surat Izin Penangkapan Ikan 
untuk Kapal Penelitian/Eksplorasi 

Perikanan 

 

4.  a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 

Angkut Hasil Tangkapan Ikan 

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 

(SIKPI) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung 

b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 

Hasil Budidaya Ikan 

5.  Persetujuan Pengadaan Kapal Persetujuan Pengadaan Kapal Izin Komersial 

atau Operasional 

Proses persetujuannya 

digabung dengan SIUP 

Bidang Perikanan Budidaya 

6.  Surat Izin Pemuliaan Surat Izin Pemuliaan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

 

 

       7. Surat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

7.  Surat Izin Pelepasan Surat Izin Pelepasan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

8.  Tanda Pencatatan Usaha 
Pembudidayaan Ikan (TPUPI) 

Tanda Daftar bagi Pembudidaya 
Ikan Kecil  

Izin Usaha Hanya untuk pembudidaya 
ikan kecil dengan ukuran 

luas lahan tertentu dan 
teknologi sederhana. 
1. Air tawar  Pembenihan 

maksimal 0,75 Ha; 
Pembesaran maksimal 2 

Ha 
2. Air payau Pembenihan 

maksimal 0,5 Ha 

Pembesaran masksimal 
5 Ha 

3. Air Laut Pembenihan 

maksimal 0,5 Ha; 
Pembesaran maksimal 2 

Ha. 

Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

9.  Tanda daftar usaha pengolahan hasil 
perikanan 

Tanda daftar usaha pengolahan 
hasil perikanan   

Izin Usaha Hanya untuk usaha skala 
mikro dan kecil 

        10. Tanda . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

10.  Tanda daftar usaha pergaraman bagi 
petambak garam kecil  

Tanda daftar usaha pergaraman 
bagi petambak garam kecil 

Izin Usaha Hanya berlaku untuk 
petambak garam kecil 

dengan luas lahan paling 
luas 5 ha dan perebus garam  

Bidang Pengelolaan Ruang Laut 

11.  a. Izin Pengelolaan WP-3-K Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K  Izin Usaha Digabung 

b. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata 
Alam Perairan di Kawasan 
Konservasi Perairan Nasional 

(SIPPAP) 

c. Izin pengangkatan BMKT 

d. Izin wisata bahari 

e. Izin produksi garam 

f. Izin biofarmakologi 

g. Izin bioteknologi 

h. Izin pemanfaatan air laut selain 

energi 

                  12. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

12.  Izin Pelaksanaan Reklamasi Izin Pelaksanaan Reklamasi Izin Usaha  

13.  Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil 

dan Perairan di Sekitarnya Dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing 

Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil 

dan Perairan di Sekitarnya Dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing 

Izin Usaha  

14.  Izin Pengambilan Jenis Ikan yang 
dilindungi 

Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan 
(SIPJI) yang dilindungi 

Izin Usaha Digabung 

Izin Pemanfaatan Jenis Ikan 

a. Izin pemanfaatan jenis ikan untuk 
Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan 

b. Izin Pemanfaatan jenis ikan untuk  

(SIPJI) kegiatan 
Pengembangbiakan 

c. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) 

untuk kegiatan Perdagangan 

d. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) 

untuk kegiatan Aquaria 

e. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) 
untuk kegiatan Pertukaran 

             f. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

f. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) 
untuk kegiatan Pemeliharaan 

untuk Kesenangan 

Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan 

Bidang Perikanan Tangkap 

15.  Sertifikat Hasil Perikanan Tangkap Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan  Izin Komersial 

atau Operasional 

 

16.  Rekomendasi Cek Fisik Kapal Cek Fisik Kapal  Izin Komersial 

atau Operasional 

 

17.  Buku Kapal Perikanan Buku Kapal Perikanan Izin Komersial 

atau Operasional 

 

18.  a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan 

yang Baik 

Sertifikat Cara Penanganan Ikan 

yang Baik 

 

 

 

 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

 

 

 

Digabung 

 

 

 

 

 

b. Sertifikat Kelayakan Penanganan 
dan Penyimpanan Ikan di Kapal 

Penangkap Ikan dan/atau Kapal 
Pengangkut Ikan 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     c. Sertifikat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

c. Sertifikat Keterampilan 
Penanganan Ikan 

   

d. Sertifikat Ahli Alat Penangkapan 
Ikan 

Bidang Perikanan Budidaya 

19.  Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup Rekomendasi Pengeluaran Ikan 

Hidup  

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

20.  Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang 

Baik 

Sertifikat Cara Pembesaran Ikan 

Yang Baik 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

21.  Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan 

yang Baik 

Sertifikat Cara Pembuatan Obat 

Ikan yang Baik 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

22.  Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan 

yang Baik 

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan 

Ikan yang Baik 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

23.  Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang 
Baik 

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan 
yang Baik 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

24.  Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan 

 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

     25. Sertifikat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

25.  Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

26.  Surat Keterangan Pemasukan/ 
Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, 

Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat 
Ikan 

Surat Keterangan Pemasukan/ 
Pengeluaran Bahan Baku Obat 

Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel 
Obat Ikan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

27.  Surat Keterangan Teknis Impor Pakan 
dan Bahan Baku Pakan Ikan 

Surat Keterangan Teknis Impor 
Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

28.  Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan 

Yang Baik 

Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan 

Yang Baik 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

29.  Rekomendasi Pemasukan Calon 

Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau 
ikan untuk kepentingan pameran, 

eksebisi atau kegiatan sejenis 

Rekomendasi Pemasukan Calon 

Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau 
ikan untuk kepentingan pameran, 

eksebisi atau kegiatan sejenis 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

30.  Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Sertifikat Kelayakan Pengolahan 
(SKP) 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

31.  Sertifikat Penerapan Program 
Manajemen Mutu Terpadu/HACCP 

Sertifikat Penerapan Program 
Manajemen Mutu Terpadu /HACCP 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

  32. Sertifikat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

32.  Sertifikat Produk Penggunaan Tanda 
Standar Nasional Indonesia Hasil 

Perikanan (SPPT-SNI) 

Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda Standar Nasional Indonesia 

Hasil Perikanan (SPPT-SNI) untuk 
SNI wajib 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

33.  Sertifikat Kesesuaian Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI 
untuk SNI Sukarela 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

34.  Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

35.  Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang 

Baik di Supplier 

Sertifikat Cara Penanganan Ikan 

yang Baik di Supplier 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

36.  Rekomendasi Pemasukan Hasil 

Perikanan  

Rekomendasi Pemasukan Hasil 

Perikanan untuk hotel, restoran, 
katering, pasar modern, umpan, 

dan pemindangan 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

37.  Sertifikat Kesehatan (Health Certificate 
for Fish and Fish Products) 

Sertifikat Kesehatan (Health 
Certificate for Fish and Fish 
Products) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

38.  Sertifikat Pelepasan Sertifikat Pelepasan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

           39. Surat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

39.  Surat Persetujuan Pengeluaran Media 
dari Tempat Pemasukan 

Surat Persetujuan Pengeluaran 
Media dari Tempat Pemasukan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

40.  Rekomendasi Impor komoditas 
pergaraman 

Rekomendasi Impor komoditas 
pergaraman untuk konsumsi  

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Bidang Pengelolaan Ruang Laut 

41.  a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam 

Negeri (SAJI-DN)) 

Surat Angkut Jenis Ikan yang 

Dilindungi/ Appendiks CITES 

Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung 

b. Surat Angkut Jenis Ikan Luar 

Negeri (SAJI-LN) Ekspor 

c. Surat Angkut Jenis Ikan Luar 

Negeri (SAJI-LN) Impor 

d. Surat Angkut Jenis Ikan Luar 

Negeri (SAJI-LN) Re-Ekspor 

 

e. Surat Angkut Jenis Ikan Luar 

Negeri (SAJI-LN) Ekspor Jenis Ikan 
Dilindungi (Non-Appendiks CITES) 

     42.  Rekomendasi . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

42.  Rekomendasi Pemanfaatan Ikan Hiu 
dan Pari yang tidak dilindungi, tidak 

dilarang keluar wilayah NKRI, dan 
tidak masuk dalam daftar Apendiks 
CITES  

Rekomendasi Pemanfaatan Jenis 
Ikan  Hiu dan Pari yang tidak 

dilindungi, tidak dilarang keluar 
wilayah NKRI, dan tidak masuk 
dalam daftar Apendiks CITES 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

43.  Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau 
Kecil 

Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-
Pulau Kecil dengan luas dibawah 

100 km2 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

44.  Sertifikat Pra Konvensi (CITES 
Certificate of Pre Convention) 

Sertifikat Pra Konvensi (CITES 
Certificate of Pre Convention) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

45.  Sertifikat Introduksi dari Laut 

(Certificate of Introduction From The 
Sea) 

Sertifikat Introduksi dari Laut 

(Certificate of Introduction From The 
Sea) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

46.  Izin Lokasi di WP-3-K - - Dihapus 

47.  Izin Lokasi di Laut - - Dihapus 

48.  Surat Izin Pemasangan Rumpon - - Dihapus 

49.  Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup - - Dihapus 

 

                50. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

50.  Izin Penyediaan Obat Ikan - - Dihapus 

51.  Izin Peredaran Obat Ikan - - Dihapus 

52.  Izin Pemasukan Hasil Perikanan - - Dihapus  

53.  Izin Lokasi Reklamasi - - Dihapus 

54.  Rekomendasi Pembudidayaan Ikan 
Penanaman Modal 

- - Dihapus 

55.  Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk 
Perikanan Domestik 

- - Dihapus 

56.  Pertimbangan Teknis Pemanfaatan 
KKPN untuk Kegiatan Pembudidayaan 
Ikan 

- - Dihapus 

57.  Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi - - Dihapus 

58.  Rekomendasi Izin Pelaksanaan 

Reklamasi 

- - Dihapus 

 

Keterangan: 
* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

  F. PERIZINAN . . . 
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F. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Bidang Farmasi 

1.  Izin Usaha Industri Farmasi Izin Usaha Industri Farmasi  Izin Usaha Persyaratan: 

Sertifikat Produksi Industri 
Farmasi  

2.  Izin Usaha Industri Farmasi Bahan 
Obat 

Izin Usaha Industri Farmasi Bahan 
Obat 

Izin Usaha Persyaratan: 

Sertifikat Produksi Industri 
Farmasi Bahan Obat 

3.  Izin Pedagang Besar Farmasi Sertifikat Distribusi Farmasi Izin Usaha Diubah 

4.  Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang Sertifikat Distribusi Cabang 

Farmasi 

Izin Usaha  Diubah 

 

 

 

 

 

                       Bidang . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Bidang Obat Tradisional 

5.  a. Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Izin Usaha Industri Obat Tradisional 

(IOT) / Industri Ekstrak Bahan 
Alam (IEBA) 

 

Izin Usaha Digabung 

Persyaratan: 

Sertifikat Produksi Industri 

Obat Tradisional atau 
Ekstrak Bahan Alam 

b. Izin Industri Ekstrak Bahan Alam 
(IEBA) 

6.  a. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat 
Tradisional 

Izin Usaha Digabung 

Persyaratan: 

Sertifikat Produksi Usaha 

Kecil dan Mikro Obat 
Tradisional 

b. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 

Bidang Pangan Industri Rumah Tangga dan Pangan Siap Saji 

7.  Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga 

Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

8.  Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan Izin Komersial 

atau Operasional 

 

Bidang Produksi Kosmetika 

9.  a. Produksi Kosmetika Golongan A Sertifikat Produksi Kosmetika Izin Komersial Digabung 

                                                                                                                     b. Izin . . . 



- 41 - 

 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

b. Izin Produksi Kosmetika Golongan 
B 

atau Operasional 

Bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

10.  Importir Terdaftar Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi 

Importir Terdaftar Psikotropika dan 

Prekursor 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

11.  Importir Produsen Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

Importir Produsen Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

12.  Surat Persetujuan Impor Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

Persetujuan Impor Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

13.  Surat Persetujuan Ekspor Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

Persetujuan Ekspor Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

14.  Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) 
Alat Kesehatan dan PKRT 

Izin Perusahaan Rumah Tangga 
(PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 

Izin Usaha  

15.  Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan 

 

 

Izin Cabang Distribusi Alat 
Kesehatan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Diubah 

             16. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

16.  Izin Toko Alat Kesehatan Izin Toko Alat Kesehatan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

 

 

17.  a. Izin Edar Alat Kesehatan 

Diagnosic In Vitro Dalam Negeri 

Izin Edar Alat Kesehatan, Alat 

Kesehatan Diagnostik In Vitro dan 
Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga 

Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung 

b. Izin Edar Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga Dalam Negeri 

c. Izin Edar Alat Kesehatan 
Diagnosic In Vitro Impor 

d. Izin Edar Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga Impor 

18.  Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan 
PKRT 

Sertifikat Produksi Alat Kesehatan 
dan PKRT 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

19.  Izin Penyalur Alat Kesehatan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan Izin Komersial 
atau Operasional 

Diubah 

20.  Sertifikasi Cara Pembuatan Alat 
Kesehatan yang Baik (CPAKB) 

 

Sertifikasi Cara Pembuatan Alat 
Kesehatan yang Baik (CPAKB) 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

     21. Sertifikasi . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

21.  Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang 
Baik (CPPKRTB) 

Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT 
yang Baik (CPPKRTB) 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

22.  Sertifikasi Cara Distribusi Alat 
Kesehatan yang Baik (CDAKB) 

Sertifikasi Cara Distribusi Alat 
Kesehatan yang Baik (CDAKB) 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 

23.  Pendaftaran Penyelenggara Sistem 

Elektronik Farmasi  

Pendaftaran Penyelenggara Sistem 

Elektronik Farmasi 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

Bidang Rumah Sakit 

24.  a. Izin Mendirikan Rumah Sakit 
Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan 

Kelas D 

Izin Mendirikan Rumah Sakit Izin Usaha Digabung 

Persyaratan: 

a. Dokumen kajian dan 
perencanaan bangunan 
yang terdiri atas 

Feasibility Study (FS), 
Detail Engineering Design 

(DED), dan Master Plan 

b. Pemenuhan pelayanan 
alat kesehatan 

 

b. Izin Mendirikan Rumah Sakit 

Penanaman Modal Asing (PMA) 

             25. a Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

25.  a. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit 
Kelas A, Kelas B, Kelas C dan 

Kelas D 

Izin Operasional Rumah Sakit Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit 

PMA 

Bidang Klinik 

26.  a. Izin Mendirikan Klinik Izin Operasional Klinik Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Izin Operasionalisasi Klinik 

Bidang Pengujian Fasilitas Kesehatan 

27.  Izin Institusi Pengujian Fasilitas 

Kesehatan 

Izin Institusi Pengujian Fasilitas 

Kesehatan 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

Bidang Laboratorium 

28.  a. Izin Mendirikan Laboratorium 
Klinik Umum Utama, Madya, dan 

Pratama 

Izin Operasional Laboratorium 
Klinik Umum dan Khusus 

 

 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

 

Digabung 

 

 

 b. Izin Mendirikan Laboratorium 

Klinik Khusus 

                                                                                                                        c. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

c. Izin Operasionalisasi Laboratorium 
Klinik Umum Utama, Madya, dan 

Pratama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Izin Operasionalisasi Laboratorium 

Klinik Khusus 

29.  a. Izin Mendirikan Laboratorium 
Pengolahan Sel Punca 

Izin Operasional Laboratorium 
Pengolahan Sel Punca 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung  

b. Izin Operasionalisasi Laboratorium 
Pengolahan Sel Punca 

Bidang Bank Jaringan dan/atau Sel Punca 

30.  a. Izin Mendirikan Bank Jaringan 

dan/atau Sel Punca 

Izin Operasional Bank Jaringan 

dan/atau Sel Punca 

Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung  

b. Izin Operasionalisasi Bank 

Jaringan dan/atau Sel Punca 

Bidang Apotek 

31.  Izin Apotek 

 

 

Izin Apotek Izin Usaha  

          Bidang . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Bidang Toko Obat 

32.  Izin Pedagang Obat Eceran Izin Toko Obat Izin Usaha Diubah 

 

 

Bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 

33.  Izin Penyelenggaraan Pengendalian 

Vektor dan Binatang Pembawa 
Penyakit 

Izin Penyelenggaraan Pengendalian 

Vektor dan Binatang Pembawa 
Penyakit 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

 
Keterangan: 
* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
 

 
 
 

 
 
 

 
  G. PERIZINAN . . . 
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G. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR OBAT DAN MAKANAN 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

1.  a. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat 

yang Baik (CPOB)  

Sertifikasi Cara Pembuatan Obat 

yang Baik (CPOB) 

 

  

Izin Komersial 

atau Operasional 

Digabung  

b. Sertifikasi Cara Pembuatan Bahan 

Baku Aktif Obat yang Baik 
(CPBBAOB) 

2.  Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang 

Baik (CDOB) 

Sertifikasi Cara Distribusi Obat 

yang Baik (CDOB) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

3.  Izin Edar Obat 

a. Registrasi pertama obat baru oleh 
industri farmasi yang melakukan 

investasi di Indonesia.  
b. Registrasi Obat Pengembangan 

Baru  

c. Registrasi pertama obat generik 
pertama yang investasi di 
Indonesia    

Izin Edar Obat Izin Komersial 

atau Operasional 

 

  d. Registrasi . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

d. Registrasi pertama obat generik 
pertama yang investasi di 

Indonesia    

4.  Surat Keterangan Impor Obat (SKI) 

   

Surat Keterangan Impor Obat (SKI) Izin Komersial 

atau Operasional 

 

5.  Surat Keterangan Ekspor/Certificate of 
Pharmaceutical Product (CPP) 

Surat Keterangan Ekspor/Certificate 
of Pharmaceutical Product (CPP) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

6.  Analisa Hasil Pengawasan (AHP) 

Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika 
dan Prekursor 

Analisa Hasil Pengawasan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika dan 
Prekursor 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 

7.  Sertifikasi Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik (CPOTB) 

Sertifikasi Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik (CPOTB) 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

8.  Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik 
yang Baik (CPKB) 

Sertifikasi Cara Pembuatan 
Kosmetik yang Baik (CPKB) 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

9.  Izin Edar Obat Tradisional Izin Edar Obat Tradisional 

 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

                   10. Izin . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

10.  Izin Edar Suplemen Kesehatan Izin Edar Suplemen Kesehatan Izin Komersial 
atau Operasional 

 

11.  Izin Edar Kosmetik Izin Edar Kosmetik Izin Komersial 
atau Operasional 

 

12.  Surat Keterangan Impor (SKI) Obat 
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik  

Surat Keterangan Impor (SKI) Obat 
Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Surat Keterangan Impor SKI 
Kosmetik 

13.  Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat 
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik 

Surat Keterangan Ekspor (SKE) 
Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

Surat Keterangan Ekspor (SKE) 

Kosmetik 

Bidang Pangan Olahan 

14.  a. Sertifikasi Cara Produksi Pangan 
Olahan yang Baik (CPPOB) 

Sertifikasi Cara Produksi Pangan 
Olahan yang Baik (CPPOB) 

Izin Komersial 
atau Operasional 

Digabung 

b. Sertifikasi Higiene dan Sanitasi 

     15. a. Surat . . . 



- 50 - 

 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

15.  a. Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Surat Keterangan Impor (SKI) Obat 
dan Makanan 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

 

 

 

  

b. Surat Keterangan Impor (SKI) Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan, 
dan Kosmetik 

c. Surat Keterangan Impor (SKI) 

Pangan 

16.  Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan  Surat Keterangan Impor (SKI) 

 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

17.  Surat Keterangan Ekspor (SKE) 
Pangan 

Surat Keterangan Ekspor (SKE) 
Pangan  

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

18.  Persetujuan Rencana Induk 
Pembangunan (RIP) 

- - Dihapus  

19.  Rekomendasi Izin Industri Farmasi - - Dihapus 

20.  Sertifikasi Cara Distribusi Pangan 

Olahan yang Baik (CPPOB) 

- - Dihapus 

Keterangan: 
* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

** Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

     H. PERIZINAN . . . 
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H. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

1.  Izin Usaha Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha  

2.  Izin Perluasan Usaha Industri Izin Perluasan Izin Usaha  

3.  Izin Usaha Kawasan Industri Izin Usaha Kawasan Industri Izin Usaha  

4.  Izin Perluasan Kawasan Industri Izin Perluasan Izin Usaha  

Rekomendasi Izin Usaha Industri 

5.  a. Rekomendasi Izin Usaha Industri 
Minuman Beralkohol 

Rekomendasi Izin Usaha Industri Izin Komersial 
atau Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Rekomendasi Izin Usaha Industri 

Rokok 

   Pertimbangan . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Pertimbangan Teknis 

Industri Logam 

6.  a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib 
Produk Besi/Baja 

Pertimbangan Teknis Logam Izin Komersial 
atau Operasional 

 

b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib 
Tabung Baja LPG 

c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib 

Kabel Listrik 

d. Pertimbangan Teknis SNI Wajib 
Kompor Gas LPG 

 

Industri Elektronika 

7.  a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib 

Mesin Pendingin Ruangan 

Pertimbangan Teknis Elektronika Izin Komersial 

atau Operasional 

 

b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib 

Lemari Pendingin 

    c. Pertimbangan . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib 
Mesin Cuci 

Industri Alat Transportasi 

8.  Pertimbangan Teknis Impor Pelek 

tanpa SNI 

Pertimbangan Teknis Alat 

Transportasi 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

Rekomendasi Impor 

Seluruh Industri 

9.  a. Rekomendasi Impor Barang 

Komplementer 

Rekomendasi Impor Indutri Izin Komersial 

atau Operasional 

 

b. Rekomendasi Impor Barang untuk 

Keperluan Tes Pasar 

c. Rekomendasi Impor Barang untuk 

Keperluan Pelayanan Purna Jual 

10.  Rekomendasi Impor Limbah Non B3 Rekomendasi Impor Limbah Non B3 Izin Komersial 

atau Operasional 

 

 

 

 

                 Industri . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Industri Kimia 

11.  a. Rekomendasi IP/IT Bahan 

Berbahaya (B2) 

Rekomendasi Impor Industri Kimia Izin Komersial 

atau Operasional 

 

b. Rekomendasi Importir Garam 

c. Rekomendasi Importir Produsen 
Prekursor Non-Farmasi 

d. Rekomendasi Importir Produsen 
Nitrocellulose (IP-NC) 

Industri Makanan 

12.  a. Rekomendasi Persetujuan Impor 

Gula Kristal Rafinasi 

Rekomendasi Impor Industri 

Makanan 

Izin Komersial 

atau Operasional 

 

b. Rekomendasi IP Raw Sugar 

c. Pertimbangan Teknis Impor Tepung 
Terigu Non Makanan 

d. Rekomendasi Impor Produk 
Perikanan 

 

  Rekomendasi . . . 



- 55 - 

 

No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Rekomendasi Ekspor 

13.  a. Rekomendasi Pengeluaran Hasil 

Produksi Kawasan Berikat 

Rekomendasi Ekspor Izin Komersial 

atau Operasional 

 

b. Rekomendasi Ekspor Skrap Logam 

c. Rekomendasi Ekspor Produk 
Industri Pulp dan Kertas Berbahan 

Baku Non Kayu dan Kertas Bekas 

d. Rekomendasi Ekspor Produk 

Telepon Seluler/Komputer 
Genggam (Handheld)/Komputer 
Tablet Yang Akan Diimpor Kembali 

Tanda Pendaftaran 

14.  a. Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan 
Bermotor 

Tanda Pendaftaran 

 

Izin Komersial 
atau Operasional 

 

b. Tanda Pendaftaran Produk Telepon 

Seluler, Komputer Genggam 
(Handheld), dan Komputer Tablet 

 

             Surat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

Surat Persetujuan  

15.  a. Surat Persetujuan Impor 

Kendaraan Bermotor 

Surat Persetujuan Izin Komersial 

atau Operasional 

 

b. Surat Persetujuan Impor 

Komponen Non-IKD 

Surat Legalisasi 

16.  Surat Legalisasi Pendaftaran / 
Registrasi Mesin dan Peralatan 

Industri Cakram Optik 

Surat Legalisasi Pendaftaran Izin Komersial 
atau Operasional 

 

SPPT SNI 

17.  Pemenuhan SNI Wajib SPPT SNI Izin Komersial 
atau Operasional 

Persyaratan bervariasi 
berdasarkan SNI untuk 

produk yang diberlakukan 
SNI nya secara wajib dan 
dijual di Indonesia 

18.  Rekomendasi Izin Usaha Industri 
Cakram Optik 

 

- - Dihapus 

         19. Rekomendasi . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

19.  Rekomendasi dalam rangka 
Permohonan Izin Prinsip 

Pembangunan Kawasan Industri 

- - Dihapus 

20.  Pertimbangan Teknis Impor 
Pengecualian SNI Pompa Air 

- - Dihapus 

21.  Pertimbangan Teknis Setrika 

 

- - Dihapus 

22.  Pertimbangan Teknis Pupuk Non SNI 
Wajib 

- - Dihapus 

23.  Pertimbangan Teknis Impor Air Minum 
Non AMDK 

- - Dihapus 

24.  Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT 

SNI Pakaian Bayi 

- - Dihapus 

25.  Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT 
SNI Mainan Anak 

- - Dihapus 

                    26. Surat . . . 
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No. Perizinan Berusaha* 
Perizinan Berusaha yang 

dilaksanakan melalui OSS** 
Jenis Izin Keterangan 

26.  Surat Keterangan Konsultasi SPPT SNI 
Produk Logam 

- - Dihapus 

27.  Rekomendasi Impor Besi atau Baja, 
Baja Paduan, dan Produk Turunannya 

- - Dihapus 

28.  Tanda Pendaftaran Kategori Pelek 

 

- - Dihapus 

29.  Tanda Pendaftaran Tipe Sepeda - - Dihapus 

30.  Surat Pengakuan Keagenan 
Kendaraan Bermotor 

- - Dihapus 

 
Keterangan: 

* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
 

 
 

 I. PERIZINAN . . . 




